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Abstrak 
Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud 

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, 
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. 
Merek ada merek dagang dan merek jasa. Sedang merek kolektif adalah 
merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang 

sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara 
bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam 

merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek 
terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 
badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa. 

Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran 
merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai etikad 
tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang dapat merugikan pemilik 

merek yang sah. Indikasi pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Merek 
No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek 

yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan 
merek yang sama pada pokoknya, menggunakan tanda yang sama, 
menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. 

Selain itu ada juga pemalsuan terhadap merek terdaftar. Padahal merek 
terdaftar harus dilindungi oleh Negara melalui undang-undang Merek. 

Contoh kasus Merek, yaitu pelanggaran merek Honda yang dilakukan oleh 
PT. Tossa Motor terhadap PT. Astra Honda Motor. 
 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terdaftar 
 
Abstract 

According to Article 1 of Law No. 15 of 2001 on Trademarks, which meant brand 
is a sign in the form of images, names, words, letters numbers, color 
composition, or a combination of these elements, having distinguishing features 
and used in world trade in goods or services. No brand trademarks and service 
marks. The average collective brand is a brand used on goods or services with 
the same characteristics that are traded by several persons or legal entities 
together to distinguish the goods or services the like. In the last term, the brand 
license is permission given by the owner of the registered mark to a person or 
persons jointly or a legal entity to use the mark, for goods or services. In the 
world of trading often occurs trademark infringement. Brand infringement is 
essentially carried out by the Parties faith not good for gain, which can harm 
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the legitimate brand owners. Based violation indication Law No. 15 of 2001 on 
Trademarks, there are several classifications of the counterfeit brand that is 
using the same brand as a whole, using the same brand, in essence, using the 
same sign, using the same sign in principle with the geographical indication. 
There was also the falsification of the registered mark. Through a registered 
trademark must be protected by the State through legislation Brand. Case in 
Brand, namely the Honda brand infringement 
 

Keywords: Legal Protection, Registered Trademark 
 

Pendahuluan 

 Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi 
internasionl yang telah diratifikasi Indonesia peranan merek menjadi sangat 

penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang merek 
merupakan bentuk pengaturan.tentang merek sebagai peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu merek memegang peranan 

yang penting terutama dalam dunia perdagangan. Dengan adanya merek 
masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk yang 
mempunyai merek. Merek adalah jaminan suatu produk barang atau jasa. 

merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan 
karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau 

badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa 
sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh 
pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, 
untuk barang atau jasa. 
 Selain itu merek dapat diartikan sebagai „tanda pengenal yang 

membedakan milik seseorang dengan milik orang lain (Adisumarto, 1989:44). 
Merek adalah tanda pengenal suatu produk yang dapat digunakan untuk 

membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Merek 
adalah suatu hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. 1 
 Berdasarkan Pasal 3 UU No.14 Th 1994 jo UU No.15 Th 2001, hak atas 

Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek 
terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu 

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang 
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau 
menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan 

intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai 
fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan 
barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga 

masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek 
terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat 

penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas 
merek kepada pemegang merek terdaftar. 
 Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada 

pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek 
diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh 

pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia 
perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek 
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yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha 
terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering terjadi 

pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak 
yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk 

kepentingannya. Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia 
adalah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang HAKI di Indonesia masih lemah, Pangsa pasar 

umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya 
murah walaupun kualitasnya rendah 

b. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut 

c. Animo masyarakar terhadap produk bermerek tetapi harganya murah 
d. Daya beli masyarakat yang masih rendah 

 

Metodelogi Penelitian 

 Metode yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu suatu cara 
pendekatan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti dengan cara 
meninjau dari segi perundang–undangan yang berlaku, serta melihat yang 

sesungguhnya yang terdapat dalam praktek atas kenyataan. Sifat penelitian 
ini sesuai dengan masalah yang diajukan dipergunakan penelitian yang 
bersifat deskriptif analistis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau 

melukiskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 
tertentu tentang masalah-masalah yang akan diteliti. Sumber data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini :  
1. Sumber data utama, yaitu data sekunder, dimana data ini diperoleh 

dari penelitian kepustakaan dan didukung atau dilengkapi dengan 

data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan.  
2. Sumber data pendukung adalah data primer, yaitu data yang diperoleh 

dari penelitian lapangan.  
 
Pembahasan  

 Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Berakhir Merek 
mempunyai fungsi untuk memberi tanda pengenal barang, guna 
membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau 

perusahaan lain. Disamping itu ada tujuan-tujuan lain dilihat dari pihak 
produsen, produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen, merek 

digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai 
kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal-hal yang pada umumnya 
berkenaan dengan teknologinya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk 

mempromosikan barang- barang dagangannya guna mencari meluaskan 
pasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan 

pilihan terhadap barang yang akan dibeli. 
 Pengertian dan makna merek itu sendiri terus mengalami 
perkembangan jaman dengan menyesuaikan era globalisasi dan semakin 

berkembangnya teknologi. Pengertian merek menurut Undang-undang No 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang 
dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, 

angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) 
dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur 

tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh 
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orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. 
Sedangkan pengertian merek menurut Undang-undang No 15 Tahun 2001, 

merek adalah Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf–huruf, angka–
angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut, yang memiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 
Adanya perubahan dari istilah merek menurut undang-undang sebagai salah 
satu upaya dari para pembuat undang-undang dalam mengantisipasi 

perkembangan teknologi yang semakin cepat. Era 4.0 ini teknologi 
dimanfaatkan untuk menciptakan dan mengembangkan merek. 
 

Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar 
 Perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian 

pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang 
digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut 

beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan 
untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan 
hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek 

tersebut. 
 Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas 
merek meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri 

sebagaimana tersebut dalam prinsip timbal balik, dimana setiap anggota 
wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual 

warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada anggotanya 
sendiri. 
 Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di 

Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda 
memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada 

tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek 
(1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada 
waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 
dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works 
sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 

1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap 
berlaku.  

 Telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon 
dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan 
sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung 

jawab. Penggunaan secara tanpa hak atas merek pada suatu produk dengan 
maksud mengambil keuntungan atas merek yang digunakannya masih 

banyak terjadi dalam berbagai bentuk, misalanya pembajakan (merek 
dipalsu) atau melalui pemanfaatan reputasi (terjadi persamaan pada 
pokoknya pada merek yang mempunyai reputasi dimata konsumen). 

 Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap 
merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan 
pelindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek 

yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis 
menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang 

dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak 
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menyadari mengenai pentingnya pelindungan merek melalui pendaftaran.19 
Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban 

dalam menegakkan hukum Merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran 
terdaftar, pemilik Merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang 

berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan 
yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah 
mewujudkan 
 

Penutup 

 Berakhirnya perlindungan hukum atas merek terdaftar ditinjau dari 
Undang-undang No. 20 Tahun 20016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 
dapat terjadi karena Merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal 

Kekayaan Inteletual tersebut dihapus dari daftar umum merek karena telah 
berakhirnya masa berlakunya pendaftaran merek, penghapusan merek 

karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusaan merek 
terdaftar atas prakarsa dari Menteri Hukum san Hak Asasi Manusia setelah 
mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan penghapusan 

merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Perlindungan merek tidak 
hanya sebagai perlindungan negara terhadap mpemilik merek terdaftar tetapi 
juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen agar 

mendapatkan barang sesuai dengan aslinya dan keinginannya dalam 
mendapatkan kepastian hukum atas barang yang dibeli di masyarakat. 

Bentuk perlindungan merek antara lain dengan melakukan pendaftaran 
merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek 
selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu 

yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan 
secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran 

merek dan penghapusan merek. 
 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat segera menghapus 
merek dari daftar umum merek apabla telah memenuhi ketentuan merek 

tersebut telah memenuhi syarat dihapusnya dari daftar umum merek, 
dengan dihapusnya merek tersebut maka perlindungan atas merek berakhir. 
Pemilik merek yang terdaftar dan beriktikad baik agar mendapatjkan 

perlindungan hukum sesuai undang-undang, dan para pihak yang 
melakukan pelanggran terhadap merek terdaftar dikenai sanksi yang tegas 

sesuai aturan yang berlaku baik itu pidana maupun administrasi. 
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